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. LAPO~ ,~SI~ EMBAHASAN 
RANPERDA Tlt~1'1\NG\ ENANAMAN MODAL 

Disamp~ikan Pada Ad
1
.ara1· pat Gabungan Komisi 

I Senin, T 1n gal 9 Mei 2014 
• I 

I 

Assalamualaikum wr. Wb. \ \ i 
Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Prov~nsi Su:tnatera Barat 
Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi , 
Yth. Sdr .. Rekan-rekan Anggota\DPRD 1Provinsi Sumatera Barat 
Yth. Para H~dirin yang berbapdgia. 

. I . 
Pada kesernpatan yang berbal}agia ini, · marilah kita sama-sama 

,Hcapkan, ~uji. .d,;,, syukur 
1
kehadira~ !Allah· SWT, oleh karena berkat 

rahrnat, hidayaJ1 dan karunia;Nya kita: diberikan kese~patan pada hari ini 
I . II 

untuk dapat melaksanakan ·rapat I gabungan komisi dalam ran~ka 
·, , I 1 

penyampaian laporan hasil \i ~e~ba~a an sekaligus dalam rangka 

penyamaan pers~psi terhadap ~anc~ gan. Peraturan Daerah tentang 

Penan~ Modal. \ , \ 

Shalawat beriring salam, \ tid~ lupa pula sama-sama, kita ,, --r~ I 

sampaikan kepada junjungan kita, Na i Besar Muhammad SAW yang 
I I I 

telah membawa kita dari alaoi kejahiliahan menuju alam yang I?enuh 
I --' ' i 

dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang: kita 
I --~-rasaka.n saat: ini. ' 

Pada kbsempatan ini; perkenank~lah karttl a.tas nama Anggota Tim 

. Pe~_lJahasan Ra~pe~da Penanaman M~dal meny~mpaikan ucapan terima 

· kas1h kepada P1mp1nan dan I rekan-1e~an ~:1.:gota \Dewan yang telah 

memberikan kesempatan daµ 'keper:araan ke_pada 1

, kami melakukan 

pembahasan terhadap Ranperda 
1
tehtang enanB.£-nan Modal. 

. ,.l I· I ' 
' : 1-
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I 
Berkenaan dengan ial diatas, 

I 
perkena'.nkan 

I 
kami I untuk 

i 

menyamp84kan laporan terhatlap 
I 

h~sil pembahasan Ranperda tersebut 

sebagai berikut: 

A. Pendahuluan 

.. ! .· . ' ' : 

Secara normatif, landas~n untuk ;: Jerumuskan kebijakan investasi di 
' I ' · I 

daerah telah diatur dalam Rasal 1 7 ay t 1 huruf I Peraturan Pemerintah 
, i I 1. 

Nomor 38 Tahuil
1 

2007 te~~fl~ ~em*a ian Urusan Petnerintahan antara 

Pemerintah,. Pemerintahan Daerth tr vinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabll1Ji>at:¢n/ Kota dinyatakan b~ja ~ satu yang me,tjadi urusan wajib 

Pemerirttahan Daerah Provinsi tia.µ Pem rintahan Daerah Kabupaten/Kota 
I ' I 

aq~ah pen an a.man modal. unf uk me
1

nggerakkan ro~a perekonomian dan 

pembangunart khusus~ya di ldaerah sangat dibutuhkan penanaman 

modal baik rang berasal dari 'dalarn negeri maupun luar negeri. 

Dalam ~angka mendorong dan I; meningkatkan penanaman modal 
. . I ·. . .. . .· ... 
tersebut, pemerintah sudah mengel~arkan Undang.:Undang Nomor 25 

T~hun 2007 tentang Penanaman Mod~f Sejalari dengan amanat Undang­

tJndang ·tersebut tersebut Penierin~ .Provinsi Sumatera Barat juga 
I ' I ·!° 

niemandang bahwa penan~an ~od~ inerij~di hal yang sangs.~ pen~ng 

dalam rriengger~n pembaf ~r df1 kerruigka otonomi daer~ 

Tidak dapaf · dipungkitj J lagi 'a wa peningkatan investasi dan 

perluasan usaha tnembutuhka* biaya an dari.a yang cukup besar yang 

tidaki r,Ullgkin seluruhnya dit,µ1~ng I oleh pemermtah Daerah n\elalui 

APBD. Untuk itu dibutuhk~ 1 pihstk-pihak ya~g bersedia pntuk 

menanamkan modalnya baik dap dalat;n negeri maup4n luar negeri. 1

1 

L I I 
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. . . I 
Pemerintah Daerah s,laku peril · gku kebijakan perlu menyiaBkan 

• k • d I k1 b1

""~
1.l d 1 

1 

ah stimulus ber rut,an engan ·. e ~JtlN:l penanaman mo a yang ram 
I I I 

urttuk dapat me
1

pciptakan ; iklfm: pe1 aman modal yang kondusif dan 

ditnjnati oleh pJa investor:©Jt \seb, itu perlu dipersiapkan pe~angkat 

\ hukUm berupa peraturan daer~h rang kan menjami~ hal tersebut.' 
' I ! 

'· Sesuai dengan hal d~at~s, anitia pembahasan Ran6angan 
I I I 

Peraturan Daerah tentang fenan9rman Modal telah melaksa.nakan 

tu~snya melakukan pembahaJan terhadap Rancangan Peraturan baerah 

tersebut derigan mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur 
. I . . . .. . ... · \. , . . . ,... .. . . 

penanaman modal serta dengan meng~omodir local wisdom yang berlaku 

ditengah kehidupan masyiyakat st*iitera . Barat yang menyangkut 

penanaman modal tersebut. I 
'1 I 

. B. TQ.juan Peni1J"!1asan, . \ l [ . t I 
Sebagaim""f Yf.\llg teJ'Pl\ drun~pkan di~ta,s, Pembahasan atas 

Ranp~rda Penanam~ ·· M,odal, pe,fujul t1ntu}{ menyiapkEtn per~turan 

yang! tidak hanya normati.·r ._n+_1P jug~.aplikatif, .. y~g nantinya 'dapat 

diguna,kan · untuk membetj~an ~enyelenggara~, perlindu.ngan, 

pengem_bangan dan optimalisr,
1 

si . te~ha'dap _ penanban modal 1
11 

yang 

dilaksanakari di Provinsi Sumat ra Barat. '" -~-· 
' I 1 

C. Proses Pembahasan. I 
Sesuai deng~ Keputu~an· Rapdt I Badan Musyawarah yang telah 

mengalokasikan waktu kepacla Tim P~Itlbahasan Rahcangan Peraturan 
, , I 

D~:~~ ten.tan~ Penanarilan 1;fodal ur,~k melakukan penibahasan atfrl.S 

Raric.a.ngan Peraturan Daeral4. ~riii mi Tim :,Pernbahasan RancangEi.n 
.. i I it I 

Peraturan Daerah fentang Penati~an! odal telah melakukan kegiatan 

b ... b "ku ' I I I 
se aga1 eri t : I '. ~ ,/ \ \ . 

' I I 

I 
1, 

I 

I 
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a. R~pat Kerja awal (tanggal r:21 Februari 2014). 

Dari h~sil rapat kerja yJ.ng dilak:sanak:an oleh Tim pembahasan 
' , ' 

, 'Komisi t bersama BKPM Provinsi Sumbar, Biro Asset dan Biro Hukum 
' ! 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumba.I:, (lidapat masukan serta persamaan 

persepsi aw'!1 tentang i 1;1rgen~ \ pembahasan. ranperda tentang 

Penanaman Modal yaitu : . · 1 

1. Ranperda i~i telah pemah diba~Js pada periode 2004-2009 na.mun 

b~lum s~mpat terseleJaifan k~r na habisnya masa wak:tu D~RD 

waktu itu. ! Dimana R1p4rda\ i i disusun sebagai pelaksanaan 

1 

amanat Undang-Undang Noror F Tahun 2007 tentang Penanaman 

1 Modal. . , ; . _:- I , 
. . . . . ·t I 

2. Jangkauan dan ara~ penratpran ari ranperda 'meliputi XI B'T13 dan 

34 Pasal yang meliputi : 1 , 

BAB I tentang Ketentuf Umum 

. BAB II tentang Kewenangan 
. l . . . ' . ' 

BAB III tentang Perencanaart·· 1 

BAB IV tehtang Bidang (Jsaha b~n Pengembangari 

- BAB V teritang Hak, K~jiba,\ 1an Tanggun~awab 

- BAB VI tentang Pelak:~anaan 
1 

[ .. ; ' . ·. · 

J;3AB VII ten tang Pera.r Serta' M
1

a yarak._at . ·c _ 
1 

BAB VIII tentangPembifa~n, ~e gawasan dan Pengendali~ 

BAB IX tei:ttang Penye!ef4m 4e gketa 

- BAB X tedtang Sanksi ~d+ni~ asi clan 

1 - BAB XI tentang Ketentub1 Penu up . , 

3. Tujuan dari ranperda irii ~d~ah tuk mendorortg penanam µiodal 

agar melakukan pe~andman · modal di sudiatera Barat i serta 

menjamin kepastian niela.l{ukan ~enanaman modal. I, 

' ' ' 

4 
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4. Provinsi yang telah hiemiliki i Perda sejenis yaitu Provinsi Aceh, 

I , I ! 
Jawatengah, Jawa Bruraj dJn Gf ontalo. 

-S. Diharaplaj.n dengan selrsiny, anperda ini nantinya dapat segera 

ditindakla.rljuti oleh Kabf Kfta ~e ingga menjamin kepastian 
1

hukum 

berinvestasi di Surnbar. \ I 1 1 

I I I 

. , ,, I I : I 
b. Konsultasi dengan BKPM\ RI dan Biro Huku~ Kemeterian i Dalam 

Negeri di Jakarta (tanggal 15 s/icl 18 April 201~) 1
1 

Dari' Kqnsultasi yang dilksanakan ke .Bl{PM RI dan Biro Hukum 

Kementeriah Dalam Negeri, Tim pemlpahasan mendapat masukan penting 

terhadap substansi ranperda:.tentang··M·. enapaman Modal, yaitu : 

1. BKPM RI merasa bahw9r Draft r, perda tenta,ng Penanaman modal 
1 , I , 

, , I ·, 

yang· telah disiapkan ole}:l DPRD Provinsi Sumbar beserta Pemerintah 

Provinsi Sumbar sudah ~ukup b~k, namun ada beberapa hal yang 
• , I 

perlu ditambahkan dan ancorhbin\a ikan dalam pa.sal-pasal ranperda 
I I : 

ini ·terutanla ter~ait petigujtJn p~l ·s~aan·_p
1

en_an~an modal agar 
dapat berdaya: saing; 1 

., I ·· ~ · , , , I, I I 

1 
. 

2. Penambahan 8.turan pada brr m rigingat yaitu : ; 

• , , I , , 
a. Peraturan. Presiden Nom9t 39 Tahun 2014 te'1tang,Daftar ~idang 

, . ' I 

Usaha. Yang Tertutup d'.an· Bidang Usaha Ya!ng Terbuka_ 1;~an 

, Persyaratan di Bidang Pehanaman Modal. ' 

b. Perat"4ran Ke:pala BKPM RI Nom?F 10 Tahun 2012_te1'tang Petunjuk 
, I 

Pelaksanaan Peraturan' Kepala ~KPM RI NomorJO tahun 2011. 

3. Perlu penyesuaian dalarri hal leg~\ drafting sep~rti penulisan pada 
. . ', . . I 

, b1;1.gian mengingat point 
1 

13 · tid~ perlu dicantumkan kata-kata 
i i "Republik Indonesia". ·,. , , 

,. 

,. ,, 
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I I I 

4. Ketentuan pa~a point ~?i pada 
1
pasal 1 tenta:i;ig Ketentuan i Umum 

dihilangkan kata-k~ta "y~tjg tertulis" karena norma dan Huktim adat 

p~da. uqiumnya tidak tertulis. ' 

5. K~tent~an pada huruf a I Pasaj. 4 ~alimat "investasi" sebaiknya diganti 

. dengan "penanaman mo1at karf1a kata "investasi" lebih digunakan 

untuk kegiatan promosi. ' 
1 

1 

6. Pad9; ketentuan Pasal 
1
5 ': tenta.ngl Ruang Lingkup huruf c p~rlu 

ditamb~kan' kata-kata periz~na~ an non perizinan sesuai dedgan 
· , . . .· 1 I I .. . 

ketentuan Pe:r;aturan Kepala. 1!3KP¥ RI Nomor 5'Tahun 2013 sehingga 

. ,~uruf c b~rb,imyi Pelay1"'i1 pe~· inan dan non perizinatl dibidang 

penanaman modal. 
1 

I · 1 

7. ietentuart-ketentuan yang I dngatu tehtang Pena.nama:n Modai Asing µi I I 

seperti y~ng ' tercantum ~ada Pasal · 19 dan rasal 20 se11aiknya 

dihilangkan saja. karena11 Penanaman Modal a~ing masih Jenjadi 
kewenangan Pusat. · · ... \ · · · . ' 

8. K~tentu$.n pada Pasal 23 kata-'ka~a pemerintah Kabupaten/Kota juga 

sebaiknya dihilangkari saja karena. ranperda ini lebih ditujukan pada 

pem~".811 insentif dan 1. ke111udf r yang harus dilakukan oleb 

provins1. : . , . · 1 

9. Keterituan Pasal 28 hutuf · c · tetkhlt p~ngawasan fiskaf bukanlah 
I, I ~ 

wewenartg BKPM nielaink~n1D~rjenl ea dan Cukai.. -·.~ .... 
! 1· I 

I 
I 

c. Study Banding , 
I . i 1 

Study banding , yang 11Bf<san an · dalam !rangka men~bah 

masukan terkait pembahasan :rrnperda tentang Penapian Modal t4nggal 
' : I 

5 s/d 10 .Mei 2014 ke Bada.t,1 IPenanaman Modal dan Promosi P~ovinsi 
.. I '· 

Jawa Barat ?an Badan Penan(;l.man Modal dan Promosi DKl Jakarta.' Hasil 

dari st}ldy b~ndingtersebut didapat m'st1kan sebagai berikut: 
! 

I 
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I 

I \ 

A. BPMP Provinsi Jawa Barat 
I I II 

1. Untuk mernicu in~e~tasi dj rovinsi Jawa Barat dalam Perda 
I i I 

tersebut diberikan ins~ntif\ eperti : pemberian penghargaan, 

penguralngan, keringr.'F 9:t u pembebasan pajak daerah dan 

retrubusi daerah, pei.berian ana stimulan untuk usaha 1 mikro, 

kecil rnenengah dan lk~peras serta pemberian bantuan
1 
modal 

untuk usaha mikro, k¢cil menengah dan koperasi . 
1 

\ 

0

1 '1 

2. Di:ampi~g i~se~tf:. \Peme~nt~h Prov~si' Jawa B~at jug~ 
mernbenka:n Kemudaqan seperti : Penyed1aan data dan 1nformas1 

pehartaman · modal,. peny~diaan sarana dan prasarana, 
. ! . 

penyediaan lahan a.tau lokari, pemberian bantuan tekhnis dan 

percepatan pemberian perizi1t8f1 penanaman modal. 

3. Terkait pengaturari . ten tang\ rokal contein I dalam perda Jawa 

B_ arat tidak diatur dalam perd namun diatur dalam kebijakan--f I I I I 

kebijakan yang dituan~kiµi dhl pergub, .. I 

I I j 

4. Terkait. · sanksi diat"fr ! yaft sanksi administratif berupa 

kegiatan usaha., pembekuan dan . peringaJn tertu_lls, pef~atas 
pencabutan keg1atan usaha d · / atau fasilitas penanaman 'modal 

I ~ ~ 

yang dikenakan terha~ap ·• adan Usaha :rriaupun Usaha 
! • ' ' 

perseorangan, sedangkan ·· sank:si J.2i:dana ~isesuaikan ~engan 
I I I i -

peraturan Per-UU".'.an y~ng lebih tinggi. · · ~-~ 
' ' . ~~ ' 

5. Perpa Provinsi · Jawa Barat ini tetap memberikan kesempatan 

sel~al-luasnya kepadaModaljAsing maupun Modal Besar namun 

tetap meriiperhatikan Usaha ~'Iikro, Kedl da:n Meriengah. 

6, Untuk penyelesaian 1

• Masafa.:tl ~i Pr6vinsi Jawa ·sarat dibentuk 

Tim Taskforce yang terdin.da.ti 1Kepala BPMP
1

dan Instansi terka.it 

untuk membantu ~efl~sa~a pengusaha dalam penyelesai~ 
I : ! , . 

I I 
masalah.· 

t 

I 7 
I 
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I 

I 
I , 

B. BPMP Provinsi OKI-Jakarta l 

• 1 • 'I 

I 

kk 1 h ; 'f 1. BPMP DKI-Jal{arta Juga berencana memasu an masa a 1nsent1 

drub raperda mere~. karefa walaupun penanaman modal di 

OKI Jakarta cukup besar ramun pemberian insentif adalah 

bentuk dukungan terhadap peranaman modal yang ada di DKI-

Jakarta. 1 ,• I 

2. Perlu juga dijelaskah dalam :r perda tentang penanaman m9daI 
' . I '1 f I .! k ' ' kl 1 

tentang,penz1nan se:rt, · uings1
11 

engawasan pas a 1z1n e uar. 

3. Perlu ju1a dipikirkan [ d4lam\ aperda ini untuk mem~sukk~an 

masalah •,' proses pe1utrpaf penanaman modal ' d1samp1ng 

1 pembukaan penanarnap. qiodal. I 
' ' I ' I ·. 

4.' Perlujuga·dijelaskan l~bilji rinci tentang kewa'.jiban dan hak::dalam 

penanaman modal s~perti masalah · CSR ! menjadi keW"ajiban 

pen~saha padahal d~am at~ran undang-u~dang yang lai~ CSR 

diufut satu ·persatu .. ' · 
I . 
I 
I 

I 

d. Ra pat 
1

Kerja la1:1Jutan denga~ Tim f ,Dl~rintah Dae rah 
, , i , I 

Rapat . Kerj~ ini di!$~~ l~alam rangka menind~. ~uti 

hasil konsultasi dan st1.,1dy b~d~ng. JR pat Kerja ini dihadiri oleh · Badan 

Penanaman Modal Provinsi +11 Bit Hukum yang c!ilal<sanakan pada 

~ggal 13 Mei1014 dan diht"f""', al-ha! sebagai berikut: 

1. i Me~ambahkan.huruf c para1kon~i eran Menim~ang yang berl:>unyi: 

. c. bahwa untuk membe~ !P~doman dan: kepastian hf°"" 

kepada penanam moqal di , Provinsi Sum~tera Barat, I maka 

dipe~lukan pengaturan. fen tang Penanaman M
1

odal; I 

·, . . , .... , .... ·,. 

I 

j' 
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2. M~lakukan perubaha~ beberapa\ point pada konsideran mengi~gat 
I I i 

yaitu : \ 
1 

1 1 , 

I 
1
1 I I 

- Mengganti Point 14 ~en~an ! etentuan terbaru yaitu Peraturan 

~residen i Nomor 39 TWlln ! 14 tentang Daftar Bidang Usaha 

Yang Tertutup dan \ Bidan~ Usaha Yang Terbuka r;>engan 

Persyaratan di Bidang ~e~an ·. an Modal ya11g sebelumnya diatur 
I I : ! 

dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. 11 

. . T I I 

Menghilangkan Point 2p ten1:ang Perda Provinsi Sumbar Nomor 13 

Ta.l'iun 2008 ten tang· Urusan Pemerintahan yang Menjadikan 
1 . 

Ke'*enangan Pemerintahan Dajerah Provinsi Sumatera Barat karena 
, I . - . . 

~udah mengacu pada1.:pp Nom~r 38 Tahu_n 2007. _ 

Memasukkan ketennlan ten~J RTRW dan Lingkungan. Hidup. 
I 

3. Melakukan·· perubahani Pasal · l ltentang Ketentuan Umum pada 

point 6 dengan menyes~¥kan· n~ enklatut BKPMP yang nantibya 
. I y) ' 

akan berganti menjadi :f3niPM; 1,d PTSP Provinsi ,Sumbar serta 

memindahkan beberapa f e~ge,.h kebahagian peµjelasan karena 

1 
ha~ya disebut satu kali1 ~~ja p da pasal:-pasal yang ada .palam 

. raperda ini. seperti pengef1i~ Da a dan Informasi serta pen~ertian 

Hukum adat. \ , I · 

4. Merubah kata-kata inve~tasi yang s;elumn:Y~ tercantu~da 

pasal-pasal pendtlhtilua.J menjadi kata-kata penanaman ~odal 
i 

seperU pada Pasal 4. 
I 

5. MeI?,ambahkan kata-kata Non IPerizinan pada Pasal 5 huruf c 

tentang Ru;mg Lingkt'tp sehitj~ pasal 5. 
1

huruf c berbunyi 

":pelayanan perizinan i, dan · _ no
1

nperizinan dibidang penanaman 

modal". 

I 
I. 

I 

:I 
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:1 

I 
'.1 

I i 

I I · 

6. Mengganti ketentuan p~da pasal 8 dari Peta ~nvestasi dan !
1

Potensi 

Sumber :paya Daerah renjadi Data dan Informasi Pen&naman 

-- Modal s·ehingga pasal 8 baru secara utuh berbunyi : 
i 
I 

Bagian \Kedua 
I 

i Data dan tpformasi \Pf nan am an Modal 

Pas4t ~ 1 

i 

' I : I 
( 1) Pe·merintah daerah menyus!u~ data dan informasi penanaman modal 

I p.aerah serta sarana prasrr~na endukung untuk pengembangan 

p~nanaman mbdal di daer,, rg ·, eliputi : 

a, surnberdaya alam; 
1 

b. sarana dan prasarana peµdµkun 
\ ' 

I 
c. kelembagaan; ! 

I 

I 

I 

d. sumberday~ manusia; _ 
I , 

e. Usah~ Mikro, Kecil, Mehengah, dan Koperasi; dan 
I 

f. usah~ besar. 1
1 

(2) Penyusunan -data -dan L inf~.tmaii \ penanaman modal daerah serta 

sarana prasarana pendtikung s~b~gaimana di~aksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan oleh Bad\ ;seSµai )dkngatrStandar Pelayanan -~al 

di bidang penanrunan ni.odalf !. - • 

! I I ' 
I I I 

7. Merubah bupyi-Pasal 16 9u1illf a\y g semula berbunyi: "menjamin 

tersediany_ a bodal yang brr1sal ? . sumber sah" menjadi be~bunyi 

" m.enjamin tersedianya ~o~al ya g berasal dari sumber yang tidak 
. I 

bertentangan dengan peratuian pe ndang-undangan". \ · 
. . -- I . • I I 

8. Menghilangkan ketentuai;i yang berkaitan d~ngan Penanaman 
I i I I 

Modal :Asing seba~aiman1 tercanttim pada Pasal 19 dan pas~ 20 

karena; Penanaman Modal Asing masih menjadi Kewenangan Pusat. 
' i 

10 

I 
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9. Menghilangkan ketenfuan · Pas~ll 21 ayat (3) 

1

tentang Pemerintah 

kabupaten/kota men,r9i~an p rizinan berskala kabupaten/k!ota 

sesuai kewenangan berdasrrk~n ketentuan peraturan perundang-
. ' I I 

· undangan : karena rap~r~a ip1 
• hanya mengatur kewenangan 

I I I 

1 

Pemerintah Provinsi. \ 
1 . I 

16. Menghilangkan ketenturn\ Pa.s 1 22 ayat 
1
(3) tentang ?~lam 

pelaksanaan pelayanan trpadu satu pintu se~agaimana dim~sud 

pada ayat (2) dapat dibeptuk u;nit Pelaksana Teknis Badan ~esuai 

ketenfuan peraturan. ~erundang"'."undangan, ka:reria nahtinya 

peiak$anaan pelayanan. terpadu satu pintu iiantinya menjadi 
I ••. I 

bagian pada. BKPM Proyinsi. ! 
I 

11. Merubah bunyi pada ~~sal 25 si~ingga Pasal 25 baru berbunyi : 

· · 
1
' Bagian Ke~mpat 

I . i I 
' I . .. I 

Kerj~sa;m~."dan oordinasi 
:, '1 I i I · 
; I 

i[1. ~as4 5 

(1) Per.nerirttah Daerah dapat teierjas a dengan pihak swasta ,dalam 

r~gka percepatan penana+,J mo al, atas dasar prinsip kerj~sama, 

sesuai ketentuan peraturan t,eiundang-un£angan,1 :i 

(2} Kerjasama sebagaimana _di~aks:ud
1 

pada ayat (1) 
1

disesuaika.n-~an 

potensi Qaerah dan berbagai' arah kebijakan pembangunan di Daerah. 
I .. . .. .. 
I I 

. . i 
12. Menambahkan bunyi pada Pasaf 15 pada pasal 32 ayat 1 sehingga 

berbunyi : 1 

. !_ \ 

(1) Setiap penanam- \nodal yafg tidak memenuhi kewajiban 

sebagain).ana dunajcsud dala' Pasal 15 dikenakan san~si 

administatif berupa ... f d,tny+ . 

i I : I 
I i- .. 11 

I 

I 
1 •. 

1·· 

. . .. ~ . .,,... . 
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II 

I I 
I I 

13. Menghilangkan ketentuF' Pasal .33 ayat F yang berbpnyi 

Ketentuan yang belunt diatur dalam Pera.turan Daer$ ini, 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih · 1anjut 

deI'.l~an Peraturan Gubernur, farena merupakan delegasi blanko 

y~g tiq~jelas mengeha
1

i pasal\berapa. 

: : I 
1

1 I . 
d. Konsultasi terhadap Sub·~t"n'5i d~n Legal drafting Ke Biro Hukum 

. , . I . 

Kementerian Dalam Nege~i,di Jaka a tanggal 13 s/d 15 Mei 2014. 
1
1. : . I 
I 'I I I 

I ! j ( 

_l_{onsulta~i terhadap s1b~tan~i an Legal drafting ke Biro Hukum 

Kemeriterian D~larn Negeri df efole~ asil sebagai berikut : 

a. i, P~da dasar hukum mert~n~at s
1

e aiknya yang dicantumkan adalah 
. . I.. ' 

peraturan yang merneriqta.J;ikan erda tentang Penanaman 1Modal 

dibuat baik Undang-Und~ng tentang Penanaman Modal, Perrturan 

Pe~er~ntah dan ~etunju~, lain:dya serta peraturan yang memberi 

kewen,angan terhadap Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan 
I 

P~nanaman Modal, misalnya i ketentuan tentang RTRW dan 

Li:rigkungari Hidup tidal<: perl:u di~antumkan. · 

b. Ketentuan pada. Pasal 2 huruf j ~+g· mencantufukan tentang asas " 

Kenyarnanan dan Keamanan Betui5~ha".a.._ kalau tnemang merupakan 

asas yang laiim digun~an dan bersifat prinsip serta dip~~an 
· I. ! • 

boleh dicarttumkan. 1 

· • i i · 
' I 

c. Ketentuan ~asal 8 hurufjf tent g "lJsaha Besar", kalau memang 

1 
ad'a aturan. ~ang me~jelatklftt d; memeberi batasan secara 

I 
tegas 

1 ntaka ayat 1n1 boleh d1can~un(ikan. 
. I .. · 1 . ' . : . 

d. Ketentuan Pasal .1.5 aya1 d ten_· g_ . "iilenjaga kelestarian 1ungsi 

lingl<ungan hidup" 'yang ~mp~g tindih deng$ pasal 16 h'truf e 

sebailq'lya dicant;umkan I saja pada Pasal is karena '. lebih 

memb'1rikan penegasan. · · 
I 12 

. I 
I; 

I'· 
I 



e. Pasal 19 ayat 3 bisa di~a1:1tumk~ . 

f. Pasal 20 yan. g menjelatkan tenta g nilai rupiah besaran Penana.Ijilan 
' I I I I 

Modal Dal~ Negeri ~ ?f g \ hatp di proses menggunakan SPIPISE 

sebaiknya diatur dengan' pe
1
rgu' tau diatur oleh instansi teknisnya 

• I \ SaJ~· i 

sehingga Pasal 20 cukUJ:t srtu ~ at dan berbu,nyi "Penanam
1 

modal 

Dalam Negeri wajib mtlaksan an ketentu~ dan pers~aratan 

bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi'iteknis yang m~miliki 

kewe~angan perizinan d~ noriperizinan" ' :, 
.• ,· . ! ' ' 

. g. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 diubah menjadi " Pemerintah Provinsi 

mene;bitk~ perizinan seseuai tewenangan berdasarkan ketentuan 

peraturan Perundang-'fdangahr- \ . · 

e. Finalisasi penibahasan : ber•am~· I Pemerintah 
I 

Daera.h terha~p 

Rancangan Peraturan Dae~ah tentl g Penanaman Modal. ' I 
[,. ; I I 

t ''.· ' .i .. I , :~ I · 1 · · i 
I I 

Setelah ·mplakukan talhapan \ kegiatan diatas maka Kami 

melaksanakan finalisasi terhahap R
1 

perda tentang Penaman ,Modal 

dengki persandingan' sebagaimb11:t terl 
I I 
I I 
I, 

f. Kesimpulan dan Saran 

i 

I 

-~ 
1-
! 

' 

- Kesimpull~n 
I 

Dari rangkaian kegiatan pem~ahasan yang telah dilaksanakan 

diatas; tflaka pada prinsipny~ Ranpefd~ tentang Penanaman Modal ini 

perlu ·segera ci'itetapkan me~jadi petalturan daera}i ·· dengan beberapa 
. I I 

catatan sebagai berikut ·: 

i 

1,' 

I 
~,I , 

c/. 

13 
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' 1 

• ,_ l I 

I 
, I 

. I I , 
1· I I . I ' 

1. 'substansi ranperda ini d~hai'apkan dapat mem?erikan perlindungan 

ferhadap penanaman ~odal yang selama ihi kurang JFmiliki 

kepastian hukum1. , \ · 
I, 

2. Ranp~rda tentang Penaman 
1

Modal memberikan insentif dan 

kemudahan terhadap proses ! penanaman modal di Provinsi 
1. 

Sutnatera Barat. 
I I 

- Saran 1 

Dari rangka~an hasil pe~pa~as~ yang telah dikemukakan oleh +im 

pembahasan raperda tentang ~th~naih Modal, maka Tim pembahasan 

. menyarankan hal~hal sebagai'b~ri\kut ,\ 

1. \ Karena Perda tentang Pe~aham Modal ini nantinya. merupakan 

perda payung, maka Ka~/4ota.: erlu' segera Ihenindak lanJptinya 

dengan perda yang meng~tur tentang penanam~ modal di m~sing-
,. ' I I 

masing kab / kota. ' ,, 

2. Agar Pemerintah Daerah Ronsisten terhadap pemberian insentif dan 
i . . ,, . 

kemudahan terhadap pena:namaljl modal.· 
i . . 

3. Perlu segera dilaksanakan . so1ialisasi dari · perda ini nantinya 

se~i~gga tez:dapat kesalmaan pirt:psi dimasing-masing Kab/kota 

sehingga segeradapat ;enindakl;ljuti ~ngan perda sejenis:,~ 

. i ' I !I - I 
I , I 

g. PENUTUP I· j : I 

I I I 

Demikian hfil-hal yang: ~afat \K i sampaikan tentang Proses 

pemb;11asan Rancangan Perat4rar D
1
a rah tentang Penanaman ¥odal 

dalani R~pat Gabungan Komis~ ka.1' ini. Selanj,utnya demi lebih 

sempurnanya Ranperda tentadg 'Penanaman ¥odal 1n1, \Kami 
. I I i 

mengharapkan saran, masukatj. dari 
1
Ketua, Wakil Ketua dan An'.ggota 

I 

14 

: I 
'1 ! 

' ,. i 
·:i I 



,I 

I 

'I 

:\ 

yan~ hadir pada rapat Gabun 

walhidayah Assalamualaikum 
'si ini. Akhir kata Wabbilahitaufik 

Padang, 19 Mei 2014 

rritn f>emtahasan 
Ranperda tenltan~ Penanaman Modal, 

I ! ' I 
::~ I I . I Wakil Ketua, 

CJ? 1 I 

H.DEDY EDWAR, 8£.MM H.RAFDINAL, SH 

DI DELVI, SE 
I 
I 

,_ 
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:1 

I 

ANGGOTA TIM PEMBAlfASAN RAN~GAN PERATURAN DAERAH 
I ii I . 

TENTANr PEf~AMAN MODAL 

I \i: I 
i 

1 

\ 

! 

'.J 
NO: NAMA 

I 
.. 

1. 
1 

H. TRINDA FARHAN f AtRIA, 
ST.MT I 

11 

2. LISWANDI,SE 

3. ZUL~NEDI SAID, S.SOS· 
I 

4. Drs.ASRIL KASOEMA 

1 5. SABAR AS, ',S.Ag i 

: 

If1DRA Dt.RAJOLELO ,~H.MM 
' 

6 

7.-

8. 

9. 

I , I H.HASWAN, BE 1

1 , 
1

1 

10. 

11. 

, I 
i I I 

DARMAWI,BSc I'· 

SYAHRUL 

11 

RAMkJAN •. 
TANJUNG SINARO, S.Ag I I 

I i 

I I 

DEDRIZAL I 
I 

I 
H.:ILSON CONG, SE I 

I 
I 

FRAKSI 

PKS ' 

I 

DEMOKAAT 

GOLKAR 

GOLKAR 

GOLKAR 

', 

PAN 

HANURA 

GERINDRA 

PPP 

-PPP ! 

P.REFORMASI 

JABATAN 
I 
I 

KOORDINATOR 
I 

I 
ANGPOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
' 

ANGGO'tA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
I 

AN~~ 
1-

ANGG.OTA 
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PENDAPAT AKHIR 

FRAKSI PARTAI HANURA 

TERHADAP 

5 (lima) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

TENTANG 

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 
PROVINSI SU MATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015. 

2. PENANAMAN MODAL. 

3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA 
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA BARAT. 

.- 4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 
3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT. 

5. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 
TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA 
BARAT. 

Disampaikan pada rapat paripurna 

Hari Selasa, 20 Mei 2014 

Dibacakan oleh 

Drs. H. MARUS, MM 

----------··--------------- ----- --------- --- ------------------ ---- ---· ---------- -----------·------------ ---
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yth, 

• Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

• Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

• Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat. 

• Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

• Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 

• Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat. 

• Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia. 

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin 

yang kami muliakan : 

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan 

syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini 

kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan Pendapat 

Akhir Fraksi terhadap 5 (lima) Rancangan Perda terhadap : 

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI 
SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015. 

2. PENANAMAN MODAL. 

3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. 

----~-------·------------··---- ·--------
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5. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 
2011 TENTANG RPJMD PROVINS! SUMATERA BARAT. 

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin 

yang kami muliakan : 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura 

mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir dari 5 

(lima) ranperda ini. 

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi 

terhadap hasil pembahasan 5 (lima) Ranperda maka kami dari Fraksi Partai 

Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam 

rangka Pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda dimaksud 

antara lain sebagai berikut: 

I. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINS! 
SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015. 

1. Dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi Perda, hendaknya 

Pemprov maupun Pemkab/Pemko dapat mengimplementasikan dan 

mengaplikasikan perda ini dengan arah dan tujuan pembangunan 

kepariwisataan yang jelas yang sesuai dengan sasaran pembangunan 

kepariwisataan Prov. Sumbar. 

2. Pembangunan kepariwisatan ini haruslah disesuaikan dengan budaya 

dan adat istiadat pada masing - masing kab/kota, sebaiknya 

pemprov memberikan keleluasan yang penuh pada masing - masing 

kab/ kota dalam hal pengembangan dan pembangunan 

kepariwisataan di daerahnya masing- masing. 

3. Diharapkan pemprov segera melakukan sosialisasi Perda kepada 

Pemkab dan Pemko sehingga nanti dapat menjadi payung hukum 

dan pedoman dalam menetapkan Perdanya masing- masing. 
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4. Sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata yang cukup 

potensial sebaiknya pemerintah prov dan kab/ kota melibatkan 

seluruh stakeholder yang ada untuk membagun pariwisata di 

sumbar, diharapkan dengan dilibatkannya para stakeholder tersebut 

promosi daerah - daerah wisata di sumbar semakin baik dan akan 

berdampak bagi kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing 

yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

5. Dengan dikembangkannya daerah wisata dan peningkatan sarana 

dan prasarana serta penambahan objek wisata pada daerah 

pariwisata Sumbar maka secara tidak langsung akan merekrut 

sumber daya manusia yang ada disekitar objek wisata tersebut, hal 

ini akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran di 

prov. Sumbar, untuk itu kami meminta kepada Pemprov. Untuk 

bersungguh - sungguh mengolah dan mengembangkan seluruh 

potensi pariwisata yang ada di daerah Kab/ kota di seluruh Prov. 

Sumbar. 

6. Pengembangan daerah kepariwisataan di Prov. Sumbar seharusnya 

sejalan dengan peningkatan mutu dan kualitas SDM sehingga 

tercapai dan terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang sesuai 

dengan harapan dan tujuan kita bersama. 

7. Sebaiknya pemprov perlu mencarikan upaya yang sistematis untuk 

b~-eftr.t melakukan intervensi pembiayaan destinasi wisata yang ada di 

Kab/ Kata melalui alokasi anggaran APBD Sumbar karena tampa hal 

itu akan amat sulit bagi pemerintah Kab/Kota untuk BtftSo ~.,,~ 1 

meningkatkan kualitas dan infrastruktur destinasi - destinasi wisata 

terse but. 

----------~---------------------.--



II. PENANAMAN MODAL. 

' 1. Kami dari Fraksi Hanura berharap setelah ditetapkannya Ranperda 

ini menjadi Perda, Pemprov segera mensosialisaikannya kepada 

pemkab/ pemko sehingga terdapat penyamaan persepsi dimasing­

masing kab/ Kata. 

2. Masalah yang menyangkut penanaman modal belum optimal 

terhadap investor seperti masalah perizinan yang rumit dan 

memakan waktu yang relative lama, biaya pengurusan yang tinggi 

dan pungutan - pungutan lainnya, kami berharap masalah -

masalah ini dapat segera diselesaikan dengan ditetapkannya Perda 

ini, sehingga investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di 

Prov. Sumbar. 

3. Sebagaimana yang kita ketahui bersama penanaman modal sangat 

dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan 

pembangunan khususnya di daerah oleh karena itu kebijakan dari 

pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung investor 

dalam menanamkan modalnya di prov. Sumbar dan kami berharap 

Pemda konsisten terhadap pemberian insentif dan kemudahan 

terhadap penanam modal. 

4. Diminta kepada Pemprov dan Pemko/Pemkab tidak hanya cekatan 

untuk mengundang investor berinvestasi di ranah minang namun 

yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan 

perlindungan dan keamanan serta kenyamanan berusaha bagi 

setiap investor. 

------------- --------------------.--
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Ill. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

1. Dengan terjadinya perubahan nomenklatur pada masing -

masing dinas diharapkan pencapaian target kinerja dinas 

tersebut harus lebih baik dari sebelumnya, seperti pada Dinas 

Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

seharusnya bisa lebih baik lagi dalam mencapai sasaran kinerja 

yang akan di tetapkan karena daerah Prov. Sumbar dengan 

segala kekayaan alamnya mempunyai banyak sekali objek -

objek wisata yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor 

penting yang dapat menunjang pendapatan asli daerah. 

2. Perubahan nomenklatur pada masing - masing dinas 

diharapkan nantinya akan dapat mengatasi permasalahan dan 

dinamika yang berkembang saat ini maupun kedepannya yang 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Sumbar. 

3. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda diharapkan 

pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah. 
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IV. PERUBAHAN 
SUMATERA 

KEDUA ATAS PERATURAN 
BARAT NOMOR 3 TAHUN 

DAERAH 
2008 

PROVINS! 
TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT. 

1. Perubahan atas peraturan daerah ini diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan 

perizinan dengan penempatan Sumber daya yang berkualitas 

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing. 

2. Dengan disyahkannya Perda . ini diharapkan tugas Pokok 

pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat hendaknya 

menjadi semakin baik, sehingga tugas untuk menjalankan fungsi 

otonomi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat 

terwujud dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah 

Sumbar. 

V. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 
2011 TENTANG RPJMD PROVINS! SUMATERA BARAT. 

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta 

kepada pemerintah daerah dalam penjabaran RPJMD harus 

benar melihat dengan jeli agar program tidak terkesan ada 

ketidaksinkronan. Dan perubahan RPJMD yang dilakukan saat 

ini sebaiknya diatur oleh perda, sesuai dengan amanah dari 

Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 dan Permendagri 

Nomor 54 tahun 2010. 

. ·--···---··a 



2. Sosialisai terhadap perubahan target RPJMD tahun 2010 - 2015 

perlu dilakukan secara intensif kepada kab/kota sehingga dapat 

dipahami, dan diharapkan kab/kota dapat menyesuaikan 

kebijakan anggarannya (RKPD) dengan perubahan RPJMD 

provinsi. 

3. Sebaiknya Pemprov maupun Pemkab/ Pemko perlu melakukan 

kajian terhadap permasalahan ketimpangan distribusi 

pendapatan dalam masyarakat Sumbar karena sebagaimana 

yang kita ketahui secara nasional distribusi masyarakat semakin 

timpang dan faktor pemerataan distribusi pendapatan 

merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah. 

4. Sebagai suatu rencana pembangunan jangka menengah yang 

akan dilaksanakan setiap tahun, diperlukan suatu tolok ukur 

yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD 

tersebut sehingga dapat diketahui keberhasilannya dari 

rencana tersebut. Kami berharap RPJMD yang merupakan 

acuan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota dapat bersinerji dan 

menyelaraskan program perencanaan pembangunan di tingkat 

kab/kota di provinsi Sumbar sehingga terciptanya pemerataan 

pembangunan antar wilayah dalam provinsi, dan tidak terjadi 

ketimpangan antara daerah kab/kota. 
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5. Program - program yang telah disusun dalam RJMD sebaiknya 

harus diikuti dengan strategi yang riil atau nyata sehingga bisa 

dievalusi tentang hasil yang telah dicapai, sehingga RPJMD 

tidak hanya bersifat teoritik dan normative saja tetapi sesuai 

dengan yang di inginkan oleh masyarakat Prov. Sumbar. 

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin 

yang kami muliakan : 

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan 

Bismilahirohmanirrohim, kami fraksi Partai HANURA dapat MENERIMA 

DAN MENYETUJUI Ranperda ini untuk dapat ditetapkan. 

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi 

pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa 

yang akan datang. Mohan maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat 

kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami 

sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya 

Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan 

kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat 

UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini. 

Amiiiin Ya Rabbal Alamin. 

Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr Wb. 

_..­
Drs.H. 

PENASEHAT 

KETUA 
SEKRETARIS 
BENDAHARA 

----~---

: H. M. TAUHID 
H. SUNARNO GANI, SH 
Drs. H. MARUS, MM 
H. DEDY EDWARD, SE, MM 
H. HASWAN, BE 

Sekretaris 


